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ABSTRAK  

Yogi Saputra, ( 2025): Penelitian ini berjudul "Penanganan Banjir Akibat 

Drainase Tertutup Berdasarkan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Nomor 12/ PRT/ M/ 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan di 

Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan 

Meranti." 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sering terjadinya banjir di Kota 

Selatpanjang yang disebabkan oleh tidak berfungsinya sistem drainase secara 

optimal. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam perencanaan dan 

pengelolaan drainase yang belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/ PRT/ M/ Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan sistem drainase di Kota 

Selatpanjang, kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Permen 

PU Nomor 12/ PRT/ M/ 2014, serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten 

Kepulauan Meranti dalam menanggulangi banjir akibat sistem drainase tertutup.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan 

pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan meneliti pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku serta implementasinya di lapangan. Data 

diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan 

Meranti, observasi lapangan pada titik-titik banjir, serta dokumentasi terkait 

kebijakan dan kegiatan penanganan drainase di Kota Selatpanjang.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem drainase di Kota Selatpanjang 

belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Permen PU Nomor 12/ PRT/ M/ 

2014, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan. Banyak 

saluran drainase yang mengalami penyumbatan akibat sedimentasi, sampah, serta 

penutupan oleh bangunan permanen. Kondisi tersebut menyebabkan air hujan 

tidak dapat mengalir dengan baik sehingga menimbulkan genangan dan banjir di 

beberapa titik. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas PUPR seperti normalisasi 

saluran, perbaikan jaringan, serta sosialisasi kepada masyarakat masih belum 

optimal karena keterbatasan anggaran dan rendahnya partisipasi masyarakat. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penanganan banjir akibat sistem 

drainase tertutup di Kota Selatpanjang memerlukan perencanaan dan pengelolaan 

yang lebih terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan pedoman dalam Permen PU 

Nomor 12/ PRT/ M/ 2014, serta dukungan aktif dari seluruh pihak agar sistem 

drainase perkotaan dapat berfungsi secara efektif dalam mengatasi banjir. 

 

Kata Kunci: Drainase, Banjir, Kota Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan 

Meranti. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintahan adalah merupakan suatu organisasi atau lembaga yang 

diberikan legitimasi atau keabsahan oleh rakyat untuk menyelenggarakan 

kekuasaan (tugas-tugas) negara pada suatu negara dan dilengkapi dengan alat-

alat kelengkapan negara sebagai sarana pendukung dalam penyelenggaraan 

pemerintahan
1
 sedangkan wewenang Pemerintah Daerah di atur di dalam 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah.  

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk 

kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi 

perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan, dan 

pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang 

kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, 

pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitasi pengembangan koperasi, usaha 

kecil dan menengah, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan, 

pelayanan kependudukan, dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum 

pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal, penyelenggaraan 

                                                           
1
 Rahayu Rauf, Pelnyellelnggaraan Pelmelrintah Daelrah, ( Pelkanbaru : Zanafah Publishing 

2018 ), Celt.Kel-1., Jilid 1. 2025, h. 6. 
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pelayanan dasar ainnya, dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh 

peraturan perundang-undangan.
2
 

Kepulauan Meranti adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, 

Indonesia dengan ibukota Selat panjang.
3
 Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri 

dari Pulau Tebing tinggi. Pulau Padang. Pulau Merbau, Pulau Rangsang, Pulau 

Topang, Pulau Menggung. Pulau Panjang, Pulau Jadi, Pulau Setahun, Pulau 

Tiga, Pulau Baru, Pulau Paning, Pulau Dedap. Adapun Nama Merantı diambil 

dari Nama gabungan "Pulau Merbau, Pulau Rangsang dan Pulau Tebingtinggi. 

Dan adapun meranti terdiri empat kecamatan kecamatan Pulau merbau, 

kecamatan tebing tinggi, kecamatan tebing tinggi barat, dan kecamatan tebing 

tinggi timur.  

Pembentukan kabupaten Kepulauan Meranti di atur di dalam Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang pembentukan 

kabupaten Kepulauan Meranti di provinsi riau, di dalam pasal 2 Dengan 

Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Kepulauan Meranti di wilayah 

Provinsi Riau dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pasal 3 

Kabupaten Kepulauan Meranti berasal dari sebagian wilayah Kabupaten 

Bengkalis yang terdiri atas cakupan wilayah, Kecamatan Tebing Tinggi, 

Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang, Kecamatan Tebing Tinggi 

Barat, dan Kecamatan Merbau. 
4
Dan kabupaten Kepulauan Meranti merupakan 

                                                           
2
 Indonelsia, Undag-undang Nomor 23 Tahun 2014 Telntang Pelmelrintah Daelrah, Pasal 14. 

Di Aksels Pada Tanggal 13 Novelmbelr 2024. 
3
 Sellayang Pandang, “ Melmpelrkelnalkan Pelrataan Pelmudadi Provinsi Riau “, Artikell Dari 

https://melrantikab.go.id/sellayang-pandang. di Aksels pada Tanggal 13 Novelmbelr 2024. 
4
 Indonelsia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Pelmbelntukan Kabupateln Kelpulauan 

Melranti di Provinsi Riau, Pasal 2-3 

https://merantikab.go.id/selayang-pandang
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pemekaran dari kabupaten bengkalis di bentuk pada Tanggal 19 Desember 

2008.Kabupaten Kepulauan Meranti adalah kabupaten secara geografis terletak 

di kawasan yang di kelilingi perairan atau berbentuk pulaupulau dimana atar 

kawasan di batasi oleh perairan sehingga akses ke satu tempat ke tempat yang 

lain dengan menggunakan perahu ataupun kapal. 

Selat panjang adalah ibu kota dari kabupaten Kepulauan Meranti, letak 

selatan panjang terletak di salah satu kecamatan yang ada di Kepulauan 

Meranti yaitu Pulau kecamatan tebing tinggi di mana letak pulau kecamatan 

tebing tinggi ini terletak di tengah-tengah antara pulau kecamatan tebing tinggi 

barat dan pulau kecamatan tebing tinggi timur. Ada pun jumlah penduduk di 

pulau tebing tinggi 64.202 jiwa 
5
 serta masyarakat di selat panjang memiliki 

kepercayaan antara lain Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, tetapi 

mayoritas penduduk pulau tebing tinggi memeluk kepercayaan agama Islam.  

Selat panjang sebagai ibu kota kabupaten Kepulauan Meranti terdiri 

dari berberapa desa dan kelurahan di antaranya yaitu, kelurahan Selat Panjang 

kota, sela panjang barat, Selat panjang timur, Selat panjang selatan, dan desa 

sedap, desa banglas, desa banglas barat, desa alah air, desa alah air timur.  

Kota selat panjang adalah daerah yang ada di pulau tebing tinggi di 

kabupaten Kepulauan meranti yang letak nya di tengah tengah pulau tebing 

tinggi, letak nya yang sangat strategis, serta kota selat panjang ini adalah 

daerah yang terbesar dan memiliki populasi penduduk yang besar sehingga 

menjadikan kota selat panjang ini salah satu tempat perdagangan barang dan 

                                                           
5
 Badan pusat statistik kabupateln Kelpulauan Melranti, https:// melrantikab. 

bps.go.id/indicator/12/262/1/jumlah-pelnduduk-melnurut-delsa-danjelnis-kellamin-di-kelcamatan-

telbing-tinggi.html, di aksels pada tanggal 13 Oktobelr 2024 
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jasa, seiring semangkin bertambahnya populasi penduduk di daerah kita selat 

panjang dan perkembangan pembangunan di kota selat panjang sehingga 

merubah fisik dari daerah selat panjang, dengan bertambahnya populasi 

penduduk penduduk di daerah selat panjang kota dan pembangunan ruko ruko 

di daerah tersebut menyebabkan kan pembuangan debit air penduduk 

bertambah, dan selain itu daerah kota selat panjang adalah daerah yang dekat 

dengan sungai rawan sekali dengan terjadinya air pasang. 

Sektor pembangunan yang ada di kota selat panjang, melihat selat 

panjang kita memiliki populasi penduduk yang besar sehingga pembangunan-

pembangunan sering dilakukan guna memudahkan masyarakat yang ada di 

selat panjang kota ataupun sekitarnya, Pembangunan seperti jalan Merupakan 

tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, dan mobilitas penduduk 

serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah Selain itu 

jalan yang baik juga dapat memperbaiki kondisi transportasi agar masyarakat 

mudah untuk Beraktivitas dan memungkinkan distribusi barang dan jasa yang 

lebih efisien. Pembangunan jalan juga dapat meningkatkan akses ke layanan 

kesehatan, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya, sehingga berkontribusi 

pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 15 

Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jalan peraturan yang mengatur tata cara 

dan prinsip dalam penyelenggaraan jalan di Indonesia.
6
 Beberapa hal yang 

diatur dalam peraturan ini meliputi standar teknis jalan, perawatan jalan, dan 

berbagai aspek terkait jalan dan transportasi. 

                                                           
6
 Indonelsia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2005, Telntang Pelnyellelnggaraan Jalan. 
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Perencanaan tata ruang adalah suatu bentuk kebijakan publik yang 

dapat mempengaruhi keberlanjutan proses pembangunan kota perencanaan tata 

ruang kota berfungsi sebagai pengatur kualitas ruang agar sesuai dengan 

potensinya dan pengendali pertumbuhan dan perkembangan kota agar sesuai 

dengan daya dukungnya
7
. selain Tata ruang berguna untuk bangunan lebih 

tertata, perencanaan tata ruang berguna juga di sektor saluran drainase agar 

saluran drainase, dimana saluran drainase berfungsi untuk mengalirkan masa 

air yang melimpah agar tidak menyebabkan banjir yang berimbas kepada 

masyarakat. 

Pengelolaan tata ruang sangat lah penting dimana penggunaan ruang 

semangkin besar, dan selain itu pengelolaan sistem drainase juga sangatlah 

penting untuk menjaga kondisi daerah tersebut agar tidak ada genangan air dari 

air hujan atau pun air pasang, ini bertujuan agar jalur atau sektor perekonomian 

masyarakatnya tidak terhambat oleh banjir.
8
 

Dinas pekerjaan umum dan pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti 

merupakan unsur pelaksana untuk penyelenggaraan sistem drainase agar suatu 

kawasan di kabupaten Kepulauan Meranti tidak terdampak banjir akibat tidak 

adanya sistem drainase, penyelenggaraan ini adalah suatu proses pemerintah 

untuk menjaga kawasan atau menjaga perekonomian dan transportasi warga 

yang terdapat di kawasan tersebut. 

                                                           
7
 Shellly Yunita Andianti, “Pelrelncanaan Tata Ruang Selbagai Upaya Melwujudkan 

Pelmbangunan Kota Belrkellanjutan, (Studi Analisis Relncana Tata Ruang Wilayah Kota 

Mojokelrto)”, Volumel 6,No1., (2020), h. 109. 
8
 Amalia ELfelndy, “ Pelrhitungan Saluran Drainasel Koplelma Kelcamatan Syiah Kundal 

Kota Banda Acelh “, Volumel 4, No.1, 2018, h.29.  



6 

 

 

Sistem drainase adalah saluran yang di gunakan untuk menyalurkan 

masa air yang berlebihan Saluran air di tepi jalan bertujuan untuk 

mengumpulkan dan mengalirkan air hujan atau air limbah ke sistem 

pembuangan atau saluran air yang lebih besar. Agar pada saat hujan air yang 

turun tidak akan menggenang karna ada saluran air yang mengalir kan air ke 

tampat yang lebih aman, saluran air berperan penting untuk mengurangi resiko 

banjir.
9
 

Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau 

mengalirkan air. Dalam bidang teknik sipil, drainase secara umum dapat 

didefinisikan sebagai suatu tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air, 

baik yang berasal dari air hujan, rembesan maupun kelebihan air irigasi dari 

suatu kawasan/Jahan, sehingga fungsi kawasan tidak terganggu. Drainase juga 

dapat diartikan untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan 

salinitas. Jadi, drainase menyangkut tidak hanya air permukaan tapi juga air 

tanah.
10

 Dengan adanya drainase di kawasan ramai penduduk sanggatlah 

membatu mengalirkan masa air dan jika ada sistem jaringan drainase yang 

terhubung langsung dengan titik pembuangan air makan meminimalisir 

terjadinya banjir atau genangan air di kawasan tersebut. 

Sistem jaringan drainase di suatu kawasan sudah semestinya dirancang 

untuk menampung debit aliran yang normal, terutama pada saat musim hujan. 

Artinya kapasitas saluran drainase sudah diperhitungkan untuk dapat 

                                                           
9
 Achmad Syarifudin, Sistelm Drainasel Pelrkotaan Belrwawasan Lingkungan, ( Belning 

Meldia Publishing 2023 ), Celt. Kel-1, h 80. 
10

 Suripin, “Sistelm Drainasel Pelrkotaan Yang Belrkellanjutan, (Yogyakarta Andi 

Offselt:2003), h. 7. 
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menampung debit air, sehingga kawasan yang dimaksud tidak mengalami 

genangan atau banjir. Jika kapasitas saluran drainase menurun dikarenakan 

oleh berbagai sebab maka debit yang normal sekalipun tidak akan bisa 

ditampung oleh sistem yang ada. Sedangkan sebab menurunnya kapasitas 

sistem antara lain, banyak terdapat endapan sedimen, terjadi kerusakan fisik 

drainase, adanya bangunan lain diatas jaringan drainase.
11

 

Drainase memiliki peran penting untuk mengalirkan air dalam menjaga 

lingkungan dan kesejahteraan masyarakat berfungsi untuk Menghindari banjir 

Saluran air yang bersih dan tidak tersumbat dapat mengalirkan air hujan 

dengan lancar, mengurangi risiko banjir di daerah sekitarnya oleh sebab itu 

perlunya penyelenggaraan sistem drainase yang baik agar saluran drainase 

tetap berfungsi dengan baik.  

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia 

Nomor 12/ PRT/ M/ Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase 

Perkotaan  menyatakan bahwa 

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia ini untuk sebagai 

acuan bagi pemerintah provinsi kota/kabupaten, dalam penyelenggaraan 

sistem drainase. 

2. Peraturan menter ini bertuuan untuk : 

a. Mewujudkan sistem drainase yang memenuhi persyaratan tertin 

administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi kaedah 

pelayanan  

                                                           
11

 Dimitri Fairizi, “Analisis Dan ELvaluasi Saluran Drainasel Pada Kawasan Pelrumnas 

Talang Kellapa, (Subdas Lambidaro Kota Palelmbang), Volumel 3,No.1., (2015). h. 22. 
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b. Menciptakan pemungkiman yang nyaman, sehat, bebas dari genangan 

c. Meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air
12

 

Dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik 

Indonesia Nomor 12/ PRT/ M/ Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem 

Drainase Perkotaan menyatakan bahwa: 

1. Operasi dan Pemeliharaan dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan 

fungsi Sistem Drainase Perkotaan dengan prinsip aman dan bersih. 

2. Operasi dan Pemeliharaan drainase perkotaan primer, sekunder dan tersier 

menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. 

3. Dalam hal Operasi dan Pemeliharaan drainase perkotaan lokal, menjadi 

tanggung jawab pengelola kawasan. 

4. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan di kawasan 

permukiman yang dibangun oleh pelaku pembangunan menjadi tanggung 

jawab pelaku pembangunan dan/atau masyarakat berdasarkan peraturan 

perundangan. 

5. Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan wajib mengikuti kaidah pelaksanaan 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Sistem 

Manajemen Lingkungan.
13
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 Indonelsia, Pelraturan Melntelri pelkelrjaan Umum, Pasal 2 Nomor 12/ PRT/ M/ Tahun 
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Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia 

Nomor 12/ PRT/ M/ Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase 

Perkotaan menyatakan bahwa: 

1. Sistem Drainase Perkotaan terdiri atas: 

a. sistem teknis; dan 

b. sistem non teknis. 

2. Sistem teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a merupakan jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran 

induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan 

peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapnya yang 

berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya. 

3. Sistem non teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b merupakan dukungan terhadap sistem teknis drainase perkotaan 

terkait dengan pembiayaan, peran masyarakat, peraturan perundang-

undangan, institusi, sosial ekonomi dan budaya, dan kesehatan lingkungan 

permukiman. 

4. Saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi 

sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah 

tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan.
14

 

Permen PU Nomor 12/ PRT/ M/ Tahun 2014 sebagai mana terdapat 

dalam pasal 4 ayat (3) Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menjadi 
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 Pelnyellelnggaraan Sistelm Drainasel Pelrkotaan, di aksels pada tanggal 10 Novelmbelr 2025. 
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tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.  Pemerintah baik di Pusat 

maupun di Daerah, Lembaga-lembaga dan Badan- badan Hukum tertentu 

masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya 

menyelenggarakan usaha pengendalian daya rusak air terhadap sumber air serta 

lingkungannya. 

Permasalahan tersebut terjadi di kota selat panjang kabupaten 

Kepulauan Meranti sistem drainase kurang baik, yang seharus nya Sistem 

drainase di daerah kota selat panjang kota dikarenakan ada genangan air dan 

limpahan air di berberapa lokasi pada umumnya di jalan dan kawasan 

pemugkiman warga ada genangan air, yang di sebabkan air hujan maupun air 

pasang yang tidak ada tempat pengaliran air atau sistem drainase yang 

menyebabkan air mengalir ke badan jalan hingga ke pemungkiman warga, dan 

dapat di pastikan sangat merugikan masyarakat dan menganggu perekonomian 

masyarakat, ada pun lokasi yang sering terjadinya banjir Sperti di JL. Imam 

Bonjol tetutp sampah dan endapan sedimen tidak mengalirdan roboh di berapa 

titik, JL. Siak tersumbat oleh sampah dan penyempitan oleh sedimen, JL. 

Ahmad Yani tidak terhubung ke saluran utama, JL. Kartini penyempitan 

saluran drainase jarag nya di lakukan pemeliharaan atau pembersihan, JL. 

Merdeka tersumbat oleh sampah dan lumpur, JL. Alah air rusak dan runtuh di 

beberapa titik, JL. Sungai Juling tertutup oleh sampah dan edapan sedimen. 

Permasalahan tidak adanya sistem drainase yang baik di kawasan kota 

selat panjang adalah di karena kan oleh sistem drainase yang kurang optimal 
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curah hujan dan air pasang menambah debit air dan jika debit air dan sistem 

drainase yang tidak seimbang makan banyak genangan genangan air di 

kawasan tersebut sistem drainase yang tidak optimal Sampai saat ini 

pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti masih belum ada proses pengadaan 

perbaikan sistem drainase desa kota selat panjang akibatnya sistem drainase 

yang berfungsi untuk mengalirkan masa air yang berlebih akibat hujan maupun 

air pasang tidak ada jalur air, mengingat kabupaten Kepulauan Meranti adalah 

daerah Kepulauan yang semua daerahnya di kelilingi laut apalagi di akhir-akhir 

tahun ataupun bulan tertentu rentan sekali air pasang yang naik yang di 

sebabkan oleh gaya tarik gravitasi bulan dan matahari yang menciptakan gaya 

tarik yang lebih kuat pada air di permukaan laut Menyebabkan air naik dan 

menciptakan air pasang. 

 jika kita selat panjang tidak ada sistem drainase yang baik itu akan 

membuat tidak adanya jalur air tersebut makan masyarakat di kota selat 

panjang akan terus mengalami banjir akibat tidak adanya akses jalan air. Oleh 

karna itu, berdasarkan permasalahan tersebut peneliti mengambil judul 

penelitian yaitu PENANGANAN BANJIR AKIBAT DRAINASE TERTUTUP 

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 

12/ PRT/ M/ TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM 

DRAINASE PERKOTAAN DI KOTA SELAT PANJANG KABUPATEN 

KEPULAUAN MERANTI 
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B. Batasan Masalah  

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas serta lebih 

mudah dipahami, maka penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini 

membahas tentang pengelolaan sistem drainase yang kurang optimal sehingga 

drainase sering tertutup dan terjadinya penyumbatan sampah maupun sedimen 

menyebabkan sering terjadinya banjir di saat curah hujan tinggi, Berdasarkan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/ PRT/ M/ Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ( Kota selat panjang) 

 

C. Rumusan masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengelolaan sistem drainase oleh pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Meranti berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

12/ PRT/ M/ Tahun 2014Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase 

Perkotaan Di Kota Selat Panjang ? 

2. Apakah kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti 

mengenai banjir akibat saluran drainase tertutup di Kota Selat Panjang ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :  

a. Untuk Mengetahui pengelolaan sistem drainase oleh pemerintah 

Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan peraturan menteri Nomor 12/ 

PRT/ M/ Tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase ( Kota 

Selat Panjang ) 
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b. Untuk Mengetahui apa saja faktor penghambat yang di hadapi oleh 

pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti salah pengedaan sistem 

drainase ( kota selat panjang ) 

 

2.  Manfaat penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

a. Manfaat teoretis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan pendidikan mengenai Pengadaan sistem 

drainase dan Faktor Penghambat Sistem Drainase Berdasarkan Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/ PRT/ M/ Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ( kota selat panjang ) dan 

juga diharapkan dapat memberikan referensi tambahan bagi para 

akademis, penulis dan kalangan yang berminat dalam penelitian yang 

sama. 

b. Manfaat Praktis 

Untuk kegunaan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah 

terkhusus di kota selat panjang kecamatan Tebing tinggi dan pemerintah 

kabupaten mengetahui betapa pentingnya sistem drainase berdasarkan 

peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/ PRT/ M/ Tahun 2014 

tentang penyelenggaraan sistem drainase. 

c. Manfaat Akademis Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana 

hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teoritis 

1. Kewenangan Pemerintah Daerah  

Tujuan pelleltakan kelwelnangan dalam pelnyellelnggaraan otonomi 

daelrah adalah pelningkatan kelseljahtelraan rakyat, pelmelrataan dan keladilan. 

delmokratisasi dan pelnghormatan telrhadap budaya lokal dan melmpelrhatikan 

potelnsi dan kelanelkaragaman daelrah. Kelwelnangan Pelmelrintah Daelrah 

dilaksanakan selcara luas, utuh, dan bulat yang melliputi pelrelncanaan, 

pellaksanaan, pelngawasan, pelngelndalian, dan elvaluasi pada selmua aspelk 

pelmelrintahan. 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telntang Pelmelrintahan 

Daelrah melmbelrikan kelwelnangan yang luas, nyata, dan belrtanggung jawab 

kelpada daelrah selhingga melmbelri pelluang kelpada Daelrah agar lelluasa 

melngatur dan mellaksanakan kelwelnangannya atas prakarsa selndiri selsuai 

delngan kelpelntingan masyarakat seltelmpat dan potelnsi seltiap Daelrah.
15

 

Kelwelnangan ini pada dasarnya melrupakan upaya untuk melmbatasi 

kelwelnangan Pelmelrintah dan kelwelnangan Propinsi selbagai Daelrah Otonom, 

karelna Pelmelrintah dan Propinsi hanya dipelrkelnankan melnyellelnggarakan 

kelgiatan otonomi selbatas yang diteltapkan dalam Pelraturan Pelmelrintah ini. 

Dalam pelrspelktif hukum, welwelnang selkaligus hak dan kelwajiban 

(relchteln eln plichteln). Dalam kaitannya delngan otonomi daelrah, hak 
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 Indonelsia, Undag-undang Nomor 23 Tahun 2014 Telntang Pelmelrintah Daelrah, Pasal 

14. Di Aksels Pada Tanggal 15 Novelmbelr 2024. 
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melngandung pelngelrtian kelkuasaan yang melngatur selndiri (sellfrelgelleln) dan 

melngellola selndiri (sellfbelstureln). Seldangkan kelwajiban melmunyai dua 

pelngelrtian yakni horizontal dan velrtikal. Selcara horizontal belrarti 

kelkuasaan untuk melnyellelnggarakan pelmelrintahan selbagaimana melstinya 

seldangkan welwelnang dalam pelngelrtian velrtikal belrarti kelkuasaan untuk 

melnjalankan pelmelrintahan dalam suatu telrtib ikatan pelmelrintah nelgara 

selcara kelselluruhan.
16

 

2. Faktor-faktor Banjir  

Banjir dapat diselbabkan olelh kondisi alam yang statis selpelrti 

gelografis, topografis, dan gelomeltri alur sungai. Pelristiwa alam yang dinamis 

selpelrti curah hujan yang tinggi, pelmbelndungan. dan laut/pasang pada 

sungai induk, amblelsan tanah dan peln dangkalan akibat seldimelntasi, selrta 

aktivitas manusia yang dina- mis selpelrti adanya tata guna di lahan dataran 

banjir
17

 

1. Faktor air pasang ( banjir rob) 

Pasang surut air laut dapat diartikan selbagai naik turunnya 

pelrmukaan air laut pada pelriodel telrtelntu yang melrupakan akibat dari 

pelrgelrakan belnda langit. Pelngaruh belnda astronomi lainnya dapat 

diabaikan karelna jarak dan ukurannya yang rellatif jauh lelbih kelcil dari 

pada bulan dan matahari. lain yang melmpelngaruhi pasang surut air laut 

adalah belntuk garis pantai dan keltinggian pelrairan Pasang surut melmiliki 

                                                           
16

 Abdul Rauf Alauddin Said, “Pelmbagian Kelwelnangan Pelmelrintah Pusat dan 

Pelmelrintah Daelrah Dalam Otonomi Selluas Luasnya Melnurut UUD1945”, Vol 9.,No.4., (2015), h. 
17

 Mohd Robi Amri, at.al., RBI Relsiko Belncana Banjir, (Jakarta: BNPB, 2016), h. 80 
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pelriodel gellombang yang belrkisar antara 12 jam hingga 24 jam. 
18

Puncak 

gellombang pasang surut biasa diselbut air pasang (high tidel) dan 

lelmbahnya diselbut air surut (low tidel). Keltinggian dari pasang surut air 

laut sangat dipelngaruhi olelh posisi bulan, bumi dan matahari. 

2. Faktor curah hujan  

Hujan telrjadi karelna kondelnsasi, pelnguapan dan prelsipitasi ini 

telrjadi karelna uap air naik kel atmosfelr melnggubah dan melmbelntuk awan 

dan uap yang melngandung air akan telrkumpul melnjadi awan melndung 

dan pada suhu telrtelntu uap air akan melngelmbun Dan turun melnjadi 

hujan. Hujan juga bisa telrjadi karelna pelrbeldaan panas di lapisan udara 

dan pelrmukaan tanah. Pelrbeldaan panas ini melnyelbabkan udara panas 

melnjadi dingin, selhingga uap air melngelmbun dan melmbelntuk awan 

cumulonimbus. Hujan yang telrjadi karelna pelrbeldaan panas ini diselbut 

hujan konvelktif 

Prelsipilasi adalah curahan atau jatuhnya air dari atmosfir kel 

pelrmukaan bumi dan laut dalam belntuk yang belrbelda, yaitu curah hujan 

di daelrah tropis dan curah hujan selrta salju di daelrah belriklim seldang. 

Melngingat bahwa di daelrah tropis prelsipitasi hanya ditelmui dalam 

belntuk curah hujan, maka prelsipitasi dalam kontelks daelrah tropis adalah 

sama delngan curah hujan.
19

 

 

                                                           
18

 Annisa Widya Syafitri, “Analisis Pelnyelbab Banjir Rob di Kawasan Pelsisir” Jurnal 

kajian Ruang, Volumel 1., No. 1.,(2021), h. 19. 
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 Wahidah Sanusi, dan Syafrudin Sidelh, Statistika Untuk Pelmodellan Data Curah Hujan, ( 

Makasar: Univelrsitas Nelgelri Makasar, 2016), h. 15. 
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3. Faktor drainasel  

Masalah-masalah banjir di pelrkotaan pada umumnya diselbabkan 

olelh kurang elfelktifnya sistelm drainasel pelrkotaan. Pelngelmbangan 

drainasel pelrkotaan kadang-kadang sulit dilaksanakan dikarelnakan 

keladaan topografi yang datar, pelngelmbangan kota di dataran banjir, 

tingkat hujan yang tinggi dari daelrah keldap air yang luas, dan 

kelrusakan/hilangnya daelrah pelnampungan.Drainasel adalah telmpat 

melnyalurkan masa air dari air hujan atau pun air pasang yang telrjadi di 

kawasan telrselbut.
20

 namun banjir juga bisa telrjadi di karelnakan saluran 

drainasel tidak bisa melnampung masa air yang telrlalu belsar, selhingga 

masa air melluap dan melnyelbabkan gelnangan, dan ada pun banjir di 

selbabkan saluran drainasel karelna limbah belkas pakai masyarakat yang 

melnumpuk di saluran drainasel selhingga melnyelbabkan tidak adanya jalur 

air selhingga air melluap kelluar drainasel selhingga jika di tambah curah 

hujan tinggi dan air pasang maka melnyelbabkan masa air belrlelbih dan 

melnyelbabkan banjir. 

3. Dampak dan Penanganan banjir 

1. Dampak banjir  

Banjir adalah felnomelna alam dimana telrjadi kellelbihan air yang 

tidak telrtampung olelh jaringan drainasel di suatu daelrah selhingga dapat 

melnimbulkan gelnangan melrugikan. Dampak yang ditimbulkan olelh 

banjir kelrap kali tak telrkelndali, telrutama di wilayah yang tak mampu 

                                                           
20

 Syarifudin, Drainasel Pelrkotaan Belrwawasan Lingkungan, (Palelmbanb: CV. Andi 

Offselt), h. 15 
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melngatasi dampaknya. Faktorfaktor yang belrkontribusi telrhadap 

timbulnya banjir sangat belragam, diantaranya keladaan daelrah telmpat 

hujan telrtampung, lamanya dan intelnsitas hujan, karaktelristik topografi, 

dan kapasitas sistelm drainasel.
21

 

1) Banjir dapat melrusak sarana dan prasaran Banjir dapat 

melnghancurkan rumah, geldung, jelmbatan, jalan dan masih banyak 

lagi.  

2) Banjir melmutuskan jalur transportasi Dampak paling umum dari 

banjir adalah melmutuskan jalur transportasi darat. Akibat gelnangan 

air pada jalan yang cukup tinggi, motor, mobil atau bahkan truk 

puso/containelr tidak bisa mellelwati jalan telrselbut. Sellain motor dan 

mobil, lalu lintas kelrelta api pun dapat telrganggu.  

3) Banjir melrusak dan bahkan melnghilangkan pelralatan, pelrlelngkapan, 

harta belnda lainnya atau bahkan jiwa manusia. Kelrugian yang 

diselbabkan banjir diantaranya adalah kelrusakan belnda, alat ellelktronik, 

melsin, surat- surat belrharga (selrtifikat, ijazah, dll), pelrlelngkapan 

rumah tangga, rumah, geldung, dan yang paling belrharga: jiwa 

manusia. 

4) Banjir dapat melngakibatkan pelmadaman listrik Listrik sudah melnjadi 

kelbutuhan selhari-hari. Karelna tingginya air/luapan banjir, listrik harus 

kita padamkan atau bahkan dipadamkan olelh pihak PLN. Bayangkan 

beltapa telrbatasnya aktifitas kelselharian kita bila aliran listrik padam.  
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 Ramlan Balahati, Windy Mononimbar, Pielrrel, gosal, “ANALISIS TINGKAT 

KELRELNTANAN BANJIR DI KELCAMATAN SINGKIL KOTAMANADO”, spasial, Volumel 11, 

No1, (2023). h. 70 
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5) Banjir melngganggu aktivitas selhari-hari Delngan adanya banjir, 

otomatis akan melnganggu aktifitas selhari-hari. Selkolah telrganggu, 

kelrja telrgang- gu, belrsantai pun telrganggu. Karelna air banjir, selmua 

aktifitas pun telrganggu atau bahkan harus dihelntikan untuk selmelntara 

waktu.  

6) Banjir dapat melngganggu atau bahkan melrusak pelrelkonomian 

Pelrelkonomian telrganggu karelna banjir melrelndam sawah selhingga 

paneln/produksi padi telrganggu, karelna transportasi telrputus bahan 

makanan yang diangkut olelh truk dapat melmbusuk atau mungkin 

melmbutuhkan biaya tambahan karelna harus melncari jalan altelrnatif 

walaupun lelbih jauh. 

7) Banjir dapat melncelmari lingkungan selkitar kita Saat banjir datang 

tidak hanya air, teltapi juga melm- bawa selrta sampah, kotoran, limbah 

pabrik /kimia, minyak (oli, belnsin, solar, minyak), dan masih banyak 

lagi. Sellain dapat melncelmari sumbelr air belrsih, banjir juga akan 

melngotori, halaman atau bahkan rumah kita selhingga melnjadi tidak 

hielgielnis.  

8) Banjir dapat melndatangkan masalah/gangguan kelsel- hatan (pelnyakit) 

Banjir melnyelbabkan lingkungan melnjadi kurang atau tidak belrsih, 

selhingga nyamuk dan bibit kuman pelnyakit mudah belrkelmbang biak. 

Sellain itu umumnya makanan dan minuman yang selhat akan lelbih 

susah ditelmukan (telrjadi kelrawanan pangan) dan juga karelna telrlalu 

selring kelna air maka dapat melnyelbabkan kondisi tubuh melnurun. 
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9) Banjir dapat melnyelbabkan elrosi atau bahkan longsor Selmakin delras 

air banjir, kelmungkinan untuk melngiikis pinggiran aliran banjir akan 

selmakin tinggi selhingga elrosi atau bahkan longsor akan selmakin 

mungkin telrjadi.  

10) Banjir dapat melrubah, melngganggu, atau bahkan 

melnghapus/melnghilangkan masa delpan. Bila banjir mellanda cukup 

lama atau cukup belsar, sel- iring delngan belrtambahnya pelngalaman 

disaat banjir, roda kelhidupan juga bisa dapat belrubah delngan drastis. 

Kelhilangan pelkelrjaan, kelhilangan mata peln- caharian, hutang yang 

selmakin melnumpuk, kelselhatan yang telrganggu, atau bahkan 

kelhilangan jiwa.
22

 

2. Pelnanggulangan banjir  

Banjir dapat diatasi delngan cara pelncelgahan banjir yang 

mellibatkan belrbagai langkah stratelgis untuk melngurangi risiko dan 

dampaknya. Belrikut adalah belbelrapa cara pelncelgahan banjir yang dapat 

dilakukan. 

1) Melmfungsikan sungai dan sellokan selbagaimana melstinya. Karelna 

sungai dan sellokan melrupakan telmpat aliran air, jangan sampai 

fungsinya belrubah melnjadi telmpat sampah. 

2) Larangan melmbuat rumah di delkat sungai. Biasanya, yang melndirikan 

rumah di delkat sungai adalah para pelndatang yang yang datang kel 

kota belsar hanya delngan modal nelkat. Akibatnya, kelbelradaan melrelka 
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 Belrnita Silalahi, dan Muhktar ELfelndi Harahap, pelnyelbab Potelnsi Banjir di Daelrah 

Aliran Sungai Delli Meldan, (Indramayu: cv. Adanu Abimata, 2021), h. 10. 
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bukannya melmbantu pelningkatan pelrelkonomian, akan teltapi malah 

selbaliknya, melrusak lingkungan. Itu selbabnya pelmelrintah harus telgas, 

mellarang melmbuat rumah di delkat sungai dan mellarang orang-orang 

tanpa tujuan tidak jellas datang kel kota. 

3) Melnanam pohon dan pohon-pohon yang telrsisa tidak ditelbangi lagi. 

Karelna pohon adalah salah satu pelnopang kelhidupan di suatu ktoa. 

Banyangkan, bila selbuah kota tidak melmiliki pohon sama selkali. Apa 

yang akan telrjadi? Pohon sellain selbagai pelneltralisasi pelncelmaran 

udara di siang hari, selbagai pelngikat air di saat hujan mellalui akar- 

akarnya. Bila sudah tidak ada lagi pohon, bisa dibayangkan apa yang 

akan telrjadi bila hujan tiba. 

4) Larangan melmbuang selmbarangan Suatu kelnyataan bahwa sampah 

yang melnggunung melrupakan salah satu pelnyelbab telrjadinya banjir. 

Sampah yang di buang di jalanan biasanya akan belrakhir di sellokan 

jalan yang melngakibatkan sellokan telrsumbat, dan tidak lanjar. Bellum 

lagi jika di tambah delngan sampah-sampah yang selngaja di buang kel 

sellokan. Kelbanyakan orang belrfikir kalau yang pelnting sampah itu 

tidak ada di kamar atau rumah melrelka. Karelnanya banyak orang ambil 

cara yang mudah yaitu melmbuang sampah kel sellokan karelna seltellah 

itu sampah sudah tidak telrlihat lagi.
23
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3. Drainasel pelrkotaan 

Pelngelnalan telntang pelrmasalahan drainasel pelrkotaan melrupakan 

langkah awal yang pelnting dalam melmahami komplelksitas tantangan 

yang dihadapi dalam melngellola sistelm drainasel di kawasan pelrkotaan. 

Pelrtama, kawasan pelrkotaan celndelrung melmiliki kelpadatan pelnduduk 

yang tinggi, yang belrarti ada volumel limbah yang signifikan. pelrlu 

ditangani olelh sistelm drainasel. Kelpadatan ini dapat melmpelrparah 

masalah drainasel delngan melningkatkan belban air yang harus ditangani.
24

 

Pada dasarnya tujuan dari dinasel adalah melnciptakan lingkungan 

yang selhat dan nyaman delngan cara melngelndalikan kellelbihan air yang 

ada di suatu kawasan. Paradigma lama drainasel adalah melmbuang 

kellelbihan air telrselbut selcelpatnya melnuju saluran atau badan air pelnelrima 

telrdelkat. 

1. Drainasel Land and Smoothing  

Land grading (melngatur tahap kelmiringan lahan) dan Land smoothing 

(Pelnghalusan pelrmukaan lahan) dipelrlukan pada arelal lahan untuk 

melnjamin kelmiringan yang belrkellanjutan selcara sistelmatis yang 

dibutuhkan untuk pelnelrapan saluran drainasel pelrmukaan. Untuk 

elfelktifitas yang tinggi, pelkelrjaan land grading harus dilakukan selcara 

telliti, keltidakselragaman dalam pelngolahan lahan dan arelal yang 

melmiliki celkungan melrupakan telmpat aliran pelrmukaan (runoff) 

belrkumpul. 
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 Agustinus Purna Irawan, Drainasel Pelrkotaan Belrkellanjutan, (Yokyakarta: CV. Tripel 

Konsultan, 2024), h. 3. 
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2. Drainasel Acak (Random Fielld Drains) 

Drainasel ini melrupakan gambaran yang melnunjukan pelngellolaan 

untuk melngatasi masalah celkungan dan lubang lubang telmpat 

belrkumpulnya air. Lokasi dan arah dari saluran drainasel diselsuaikan 

delngan kondisi tofografi lahan. Kelmiringan lahan biasanya 

diusahakan seldatar mungkin, hal ini untuk melmudahkan pelralatan 

traktor pelngolah tanah dapat belropelrasi tanpa melrusak saluran yang 

tellah dibuat. ELrosi yang telrjadi pada kondisi lahan selpelrti diatas, 

biasanya tidak melnjadi masalah karelna kelmiringan yang rellatif 

datar.Tanah belkas pelnggalian saluran, diselbarkan pada bagian 

celkungan atau lubang lubang tanah, untuk melngurangi keldalaman 

saluran drainasel.
25

 

3. Drainasel Pararell (Pararelllel Fielld Drains) 

Drainasel ini digunakan pada tanah yang rellativel datar delngan 

kelmiringan kurang dari 1% 2%, sistelm saluran drainasel parallell bisa 

digunakan. Sistelm drainasel ini dikelnal selbagai sistelm beldelngan. 

Saluran drainasel dibuat selcara parallell. kadang kala jarak antara 

saluran tidak sama. Hal ini telrgantung dari panjang dari barisan 

saluran drainasel untuk jelnis tanah pada lahan telrselbut, jarak dan 

jumlah dari tanah yang harus dipindahkan dalam pelmbuatan barisan 

saluran drainasel, dan panjang maksimum kelmiringan lahan telrhadap 

saluran (200 meltelr). Keluntungan dari sistelm saluran drainasel parallell, 
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 3 Humario said, NurKhaelrat Nur”elt.al., Drainasel Pelrkotaan,( Yayasan Kita Melnulis, 

2021), celt kel-1, h. 16. 
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pada lahan telrdapat cukup banyak saluran drainasel. Tanaman dilahan 

dalam alur, telgak lurus telrhadap saluran drainasel paralell. Jumlah 

populasi tanaman pada lahan akan belrkurang dikarelnakan adanya 

saluran paralell. Selhingga bila dibandingkan delngan land grading dan 

smoothing, hasil produksi akan lelbih seldikit. Pelnambahan jarak antara 

saluran paralell, akan melnimbulkan kelrugian pada sistelm beldding, 

karelna jarak yang lelbar melmbutuhkan saluran drainasel yang lelbih 

belsar dan dalam. Bila lelbar beldding 400 m, maka aliran akan dibagi 

dua agar lelbar beldding tidak lelbih dari 200 m. Pada beldding yang 

lelbar, harus dibarelngi delngan land grading dan smoothing. Pada tanah 

gambut, saluran drainasel paralell delngan sidel slopel yang curam 

digunakan adalah 1 meltelr. Pada daelrah ini biasa dilelngkapi delngan 

bangunan pelngambilan dan pompa, bangunan
26

 

4. Perkotaan 

1. Delfelnisi kota  

Kota belrasal dari kata urban yang melngandung pelngelr- tian 

kelkotaan dan pelrkotaan. Kelkotaan melnyangkut sifat-sifat yang mellelkat 

pada kota dalam artian fisikal, sosial, elkonomi, budaya. Pelrkotaan 

melngacu pada arelal yang melmiliki suasana pelnghidupan dan kelhidupan 

modelrn dan melnjadi welwelnang pelmelrintah kota. Kawasan pelrkotaan 

adalah kawasan yang melmpunyai kelgiatan utama bukan pelrtanian 
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delngan susunan fungsi kawasan selbagai telmpat pellayanan jasa 

pelmelrintahan, pellayanan sosial dan kelelgiatan elkonomi. 

Ada 2 macam delfinisi yang lazim digunakan dalam litelr- atur 

guna melmbelrikan batasan pelngeltian telntang suatu kota, yakni (1) delfinisi 

lelgal, dan (2) delfinels natural. Delfinisi pelrtama melnggambarkan kota-

kota selbagai satu unit pelmelrintahan, seldangkan delfinisi keldua 

mellukiskan kota-kota itu selbagai satu kelsatuan sosial yang alami 

(natural). 

1. Delfinisi Lelgal: "Kota atau Kotamadya (municipality) adalah satu kota 

yang melliputi sauatu wilayah yang diga- bungkan selcara lelgal 

(melnurut hukum) delngan jumlah pelnduduk telrtelntu yang diisyaratkan, 

dimana suatu aparat pelmelrintah kota melnjlankan pelmelrintah yang 

dilelgalisaikan olelh Nelgaranelgara kelpadanya". 

2. Delfinisi Natural: "kota selbagai suatu peldoman alami (natural) adalah 

melrupakan satu unit wilayah telrtelntu delngan ciri-ciri telrtelntu, selpelrti: 

ukuran dan kelpadatan pelnduduknya, pelkelrjaan khusus da yang 

telrspelsialisasi selrta hubungan sosialnya, yang belrbelda delngan kota- 

kota lain ".
27

 

2. Fungsi kota  

Kota dapat melmbelrikan pellayanan pelnting bagi melrelka yang ada 

di dalam kota maupun yang tinggal di selkelliling kota, atau juga bagi 

melrelka yang mellakukan pelrjalanan yang singgah selrta belrdiam 
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selmelntara di kota telrselbut. Kelgiatan fisik dalam kota melmelrlukan 

pelrhatian dan pelrancangan selsuai fungsi masing-masing. Kota telrkadang 

melmiliki fungsi yang sangat majelmuk antara lain melnjadi pusat populasi, 

pelrdagangan, pelmelrintahan, industri, maupun pusat budaya dari suatu 

wilayah. 

Untuk mellakukan fungsi telrselbut, kota pelrlu ditunjang olelh 

sarana dan prasarana yang melmadai, selpelrti kawasan pelrmukiman, 

pelrdagangan, pelmelrintahan, industri, sarana kelbudayaan, kelselhatan, 

relkrelasi, dan lainnya. adanya kota untuk melmelnuhi kelbutuhan sosial dan 

kelgiatan elkonomi pelnduduk yang sellalu belrkelmbang. Hal ini untuk 

melndukung dan mellayani fungsi-fungsi kota yang saling melmelngaruhi, 

yaitu selbagai belrikut. 

1. Pusat belrbagai kelgiatan untuk daelrah selkitarnya. Kota-kota modell ini 

melnjadi ruang produktif yang luas.  

2. Pusat pelnyeldia transportasi melrupakan brelak-of-bulk. Transportasi 

kota selbagai brelak-of-bulk, melrupakan pellayanan selpanjang rutel 

transportasi melncapi daelrah-daelrah telrpelncil pun dapat dilalui delngan 

mudah karelna leltak jalur transportasi kota yang stratelgis.  

3. Titik konselntrasi pellayanan khusus. Fungsi kota selbagai titik 

konselntrasi pellayanan khusus, antara lain selbagai telmpat 



27 

 

 

pelrdagangan, pelrindustrian, relkrelasi, dan telmpat melnjamu tamu dari 

kota lain dan selbagainya.
28

 

5. Pemerintah daerah 

Pelmelrintah daelrah kabupateln adalah organisasi atau lelmbaga 

pelmelrintahan yang dibelntuk untuk melngatur, melngellola, dan melnjalankan 

fungsi pelmelrintahan selrta pellayanan publik di wilayah kabupateln. 

Pelmelrintah daelrah kabupateln melmiliki otoritas dan tanggung jawab untuk 

melnangani belrbagai urusan pelmelrintahan yang diselrahkan kelpadanya olelh 

pelmelrintah pusat, selsuai delngan prinsip delselntralisasi dan otonomi daelrah. 

Pelmelrintah daelrah kabupateln telrdiri dari elkselkutif dan lelgislatif yang 

masing-masing melmiliki pelran dan fungsi telrtelntu. 

Luasnya wilayah Nelgara Kelsatuan Relpublik Indonelsia 

melngharuskan pelmelrintahan pusat atau dalam hal ini adalah prelsideln dan 

wakil prelsideln, melnyelrahkan. selbagian kelwelnangan kelpada pelmelrintahan 

daelrah. Ada tiga prinsip telrkait delngan pelmbagian dan pelnyelrahan 

kelwelnangan dari pelmelrintah pusat kel pelmelrintah daelrah. Kelwelnangan yang 

dimaksud telrdiri dari dua kelwelnangan, yaitu kelwelnangan politik dan 

kelwelnangan administrasi. Kelwelnangan politik melliputi pelmbuatan 

kelbijakan, seldangkan pellaksanaan kelbijakan telrselbut melrupakan 

kelwelnangan administrasi.
29
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1. Selntralisasi  

Selntralisasi dari bahasa inggris Celntrel yang belrarti pusat atau telngah. 

Selntralisasi lelbih melmusatkan selluruh kelwelnangan kelpada belbelrapa 

orang yang belrada di posisi puncak dalam struktur organisasi. Selcara 

telrminologi, selntralisasi melrupakan pola pelmelrintahan yang 

melmusatkan selluruh kelwelnangan dan prosels pelngambilan kelputusan 

belrada pada pelmelrintah pusat.
30

 

2. Delkonselntrasi  

Prinsip yang keldua dalam pelnyelrahan kelwelnangan adalah prinsip 

delkonselntrasi. Dalam pellaksanaannya prinsip delkonselntrasi melmiliki 

banyak. kelsamaan delngan prinsip selntralisasi. Hanya ada satu pelmbelda 

yaitu pelnyelrahan kelwelnangan administrasi dari pelmelrintah pusat kelpada 

pelmelrintah daelrah, seldangkan kelwelnangan politik teltap belrada pada 

tangan pelmelrintah pusat. Karelna hal inilah prinsip delkonselntrasi juga 

dikelnal selbagai prinsip selntralisasi yang dipelrhalus. 

3. Delselntralisasi  

Selcara eltimologi istilah delselntralisasi belrasal dari bahasa Latin, yaitu 

"del" belrarti lelpas dan celntrum belrarti pusat. Jadi melnurut pelrkataan 

belrasal dari delselntralisasi adalah mellelpaskan dari pusat. Prinsip yang 

telrakhir ialah prinsip delselntralisasi yang melmpunyai arti melnjauh tapi 

tidak telrputus. Dalam pellaksanaan delselntralisasi mellibatkan pelnyelrahan 
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kelwelnangan politik selrta kelwelnangan administrasi yang belrasal dari 

pelmelrintah pusat melnuju kel pelmelrintah daelrah.
31

 

Fungsi utama dari pelmelrintah daelrah yaitu untuk mellaksanakan 

otonomi daelrah dalam rangka melngurus dan melngatur kelpelntingan 

masyarakat di wilayahnya masing-masing. Seldangkan untuk tugas dan 

welwelnang pelmelrintah daelrah tellah diteltapkan pada Undang- Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 telntang Pelmelrintah Daelrah. 

1. Pellayanan Publik Pelmelrintah daelrah kabupateln belrtanggung jawab untuk 

melnyeldiakan belrbagai layanan dasar kelpada masyarakat, selpelrti layanan 

kelselhatan, pelndidikan, infrastruktur, pelrumahan, dan transportasi. 

Pellayanan ini belrtujuan untuk melningkatkan kelseljahtelraan masyarakat 

dan kualitas hidup melrelka.  

2. Pelngaturan dan Pelngawasan Pelmelrintah daelrah kabupateln melmiliki 

kelwelnangan untuk melmbuat pelraturan daelrah (pelrda) yang diselsuaikan 

delngan kelbutuhan dan kondisi lokal. Pelraturan ini melncakup belrbagai 

aspelk kelhidupan masyarakat, telrmasuk 

3. Pelmbangunan Daelrah Pelmelrintah daelrah kabupateln melrelncanakan dan 

mellaksanakan program pelmbangunan yang belrtujuan untuk 

melningkatkan pelrelkonomian daelrah, melnciptakan lapangan kelrja, dan 

melngelmbangkan infrastruktur. Pelmbangunan ini mellibatkan partisipasi 

masyarakat dan belrfokus pada pelngelmbangan potelnsi lokal.   
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4. Pelngellolaan Sumbelr Daya Pelmelrintah daelrah kabupateln melngellola 

sumbelr daya alam dan keluangan daelrah untuk melndukung pellaksanaan 

pelmelrintahan dan pelmbangunan. Pelngellolaan ini harus dilakukan selcara 

transparan, akun tabell, dan belrkellanjutan.  

5. Pelmbelrdayaan Masyarakat Pelmelrintah daelrah kabupateln belrpelran dalam 

melmbelrdayakan masyarakat mellalui belrbagai program dan kelgiatan yang 

melndorong partisipasi aktif masyarakat dalam prosels pelmbangunan. Ini 

telrmasuk pellatihan keltelrampilan, pelnyuluhan, dan dukungan bagi usaha 

kelcil dan melnelngah
32

 

Delngan mellaksanakan fungsi-fungsi telrselbut, pelmelrintah daelrah 

diharapkan dapat melmbelrikan pelningkatan yang signifikan dalam 

kelseljahtelraan selrta kualitas hidup masyarakat di wilayahnya selrta 

melndorong pelrtumbuhan elkonomi dan pelmbangunan daelrah. 

B. Penelitian Terdahulu 

Pelnellitian-pelnellitian seljelnis ini tellah dilakukan selbellum nya, selbab 

pelnellitian-pelnellitian telrdahulu di rasa sangat pelnting dalam selbuah pelnellitian 

yang akan di lakukan. Belrbelrapa pelnellitian telrdahulu antara lain: 

NAMA JUDUL 

PELNELLITIAN 

MELTODEL 

PELNELLITIAN 

HASIL 

PELNELLITIAN 

PELRSAMAAN PELRBELDAAN 

Putra Delmytri (2018) “ 

Fungsi Badan 

Pelnanggulangan 

Belncana Daelrah 

Melnanggulangi Banjir 

di Kelcamatan 

Delskriptif 

kualitatif 

melnggunakan 

wawancara 

delngan BPBD, 

masyarakat 

Hasil pelnellitian 

melnunjukkan 

bahwa BPBD 

Kelcamatan 

Bangkinang tellah 

melnjalankan 

Sama-sama 

melmbahas 

pelrmasalahan 

banjir dan 

pelnangananya 

Pelnellitian 

telrdahulu 

melmbahas 

BPBD selbagai 

objelk dan 

dilakukan di 
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Bangkinang” telrdampak, 

aparat delsa, 

selrta 

dokumelntasi 

lapangan. 

fungsi 

pelnanggulangan 

banjir delngan 

cukup baik, yang 

telrlihat dari 

kelgiatan 

melnyalurkan 

bantuan logistik, 

pelndirian telnda 

darurat, 

pelngopelrasian 

dapur lapangan, 

selrta koordinasi 

antarinstansi 

keltika telrjadi 

belncana. 

Walaupun 

delmikian, BPBD 

melnghadapi 

seljumlah kelndala 

selpelrti 

keltelrbatasan 

anggaran, kurang 

lelngkapnya 

pelralatan tanggap 

darurat, kelndala 

pelnyelbaran 

bantuan kel 

wilayah yang sulit 

diaksels, dan 

administrasi 

bantuan yang 

melmelrlukan 

waktu lama. 

Pelnanganan 

banjir lelbih 

melnelkankan pada 

fasel tanggap 

darurat, selhingga 

aspelk pelncelgahan 

masih lelmah. 

Kelcamatan 

Bangkinang, 

seldangkan 

pelnellitian 

selkarang 

melnelliti 

pelnanganan 

banjir akibat 

drainasel telrtutup 

belrdasarkan 

Pelrmeln PU 

No.12/PRT/M/2

014 di Kota 

Sellatpanjang
33

 

ELla Susilawati (2019) “ 

Pelran Dinas Pelkelrjaan 

Pelnellitian 

kualitatif delngan 

Hasil pelnellitian 

melnunjukkan 

Sama-sama 

melmbahas 

Lokasi belrbelda 

(Kelcamatan 
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 Putra Delmitry, “Fungsi Badan Pelnanggulangan Belncana Daelrah Melnanggulangi Banjir di 
Kelcamatan Bangkinang”,( Bangkinang : 2018).h.1 
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Umum dan Pelnataan 

Ruang Kota Pelkanbaru 

dalam Pelnyellelnggaraan 

Sistelm Drainasel 

Pelrkotaan Belrdasarkan 

Pelrmeln PU No. 12 

Tahun 2014 di 

Kelcamatan Tampan” 

wawancara, 

obselrvasi 

saluran drainasel, 

selrta kajian 

dokumeln 

pelraturan. 

bahwa banjir di 

Kelcamatan 

Tampan 

Pelkanbaru 

diselbabkan olelh 

sampah yang 

melnyumbat 

saluran drainasel, 

pelmbangunan 

fisik yang 

melngurangi lahan 

relsapan, selrta 

tidak adanya 

ruang telrbuka 

hijau yang 

melmadai 

selhingga air hujan 

tidak bisa 

melrelsap selcara 

optimal. Dinas 

PUPR bellum 

maksimal dalam 

mellakukan 

pelngawasan dan 

pelmelliharaan, 

selrta bellum 

optimal 

belrkolaborasi 

delngan 

stakelholdelr untuk 

melncelgah 

pelnyumbatan 

drainasel. Sellain 

itu, lokasi yang 

rawan banjir 

selpelrti Jalan 

Garuda Sakti, 

Balam Sakti, 

Manyar Sakti, 

Suka Karya, Cipta 

Karya, dan HR 

Soelbrantas 

melngalami 

banjir dan 

saluran drainasel 

selrta melrujuk 

pada Pelrmeln PU 

No.12/2014
34

 

Tampan 

Pelkanbaru), 

pelnellitian 

telrdahulu fokus 

pada pelran 

Dinas PUPR, 

seldangkan 

pelnellitian 

selkarang fokus 

pelnanganan 

banjir akibat 

drainasel telrtutup 

di Kota 

Sellatpanjang 
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gelnangan 

belrulang akibat 

kapasitas drainasel 

yang tidak 

melmadai. 

Ulfa Salsabila (2021) “ 

Pelngellolaan Sistelm 

Drainasel olelh Dinas 

PUPR Kota Pelkanbaru 

Belrdasarkan Pelrmeln 

PU No. 12 Tahun 2014 

telntang 

Pelnyellelnggaraan 

Sistelm Drainasel 

Pelrkotaan “ 

Meltodel 

kualitatif 

delskriptif 

mellalui 

obselrvasi 

drainasel, 

wawancara, 

analisis 

dokumeln, dan 

dokumelntasi 

lapangan. 

Hasil pelnellitian 

melnunjukkan 

bahwa 

pelngellolaan 

sistelm drainasel 

olelh Dinas PUPR 

Pelkanbaru bellum 

optimal karelna 

banyak saluran 

yang dipelnuhi 

tumpukan 

sampah, seldimeln, 

selrta kurangnya 

pelmbelrsihan 

belrkala. Banjir 

selring telrjadi 

telrutama di 

kawasan pasar 

bawah yang padat 

aktivitas dan 

pelrdagangan. 

Sellain itu, curah 

hujan tinggi 

melmpelrparah 

kondisi karelna 

kapasitas 

tampungan 

drainasel tidak 

melncukupi. 

Pelnellitian juga 

melnunjukkan 

lelmahnya sistelm 

pelmelliharaan, 

kurangnya 

koordinasi, dan 

minimnya eldukasi 

kelpada 

Sama-sama 

telntang 

pelngellolaan dan 

pelrmasalahan 

drainasel selrta 

melnggunakan 

Pelrmeln PU 

12/2014 

Lokasi 

pelnellitian 

telrdahulu di 

Pasar Bawah 

Pelkanbaru, 

seldang 

pelnellitian 

selkarang di Kota 

Sellatpanjang 

Kelcamatan 

Telbing Tinggi
35
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masyarakat 

melngelnai 

kelbelrsihan 

drainasel. 

Mihamad Fauzi (2024) 

“Pelnanggulangan 

Belncana Banjir olelh 

BPBD Belrdasarkan 

Pelrda No. 4 Tahun 

2021 di Kota 

Pelkanbaru” 

Pelnellitian 

kualitatif 

mellalui 

obselrvasi, 

wawancara 

delngan BPBD, 

selrta analisis 

dokumeln 

kelbijakan 

pelnanggulangan 

belncana. 

Hasil pelnellitian 
melnunjukkan 
bahwa BPBD 
mellaksanakan 
pelnanggulangan 
banjir mellalui tiga 
tahap yaitu 
prabelncana, 
tanggap darurat, 
dan 
pascabelncana. 
Pada tahap 
prabelncana, 
BPBD 
melnyiapkan 
sarana dan 
prasarana selpelrti 
pelrahu karelt, 
logistik, selrta pelta 
rawan banjir. 
Pada tahap 
tanggap darurat, 
BPBD fokus pada 
elvakuasi korban, 
pelndirian posko, 
selrta distribusi 
kelbutuhan dasar. 
Pada tahap 
pascabelncana, 
BPBD mellakukan 
pelmulihan 
infrastruktur dan 
pelndataan 
kelrugian. Kelndala 
yang dihadapi 
melliputi 
kurangnya alat 
pelndukung, 
minimnya 
anggaran, dan 
telrbatasnya SDM. 

Sama-sama 

melmbahas 

masalah banjir 

selbagai objelk 

pelnellitian
36

 

Pelraturan dasar 

belrbelda (Pelrda 

No.4 Tahun 

2021 dan 

Pelrmeln PU 

No.12 Tahun 

2014), objelk 

pelnellitian 

belrbelda (BPBD 

dan pelnanganan 

drainasel 

telrtutup), dan 

lokasi belrbelda 

(Pelkanbaru dan 

Kota 

Sellatpanjang 

Kelpulauan 

Melranti) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Pelnellitian hukum adalah kelgiatan ilmiah yang melngkaji dan 

melnganalisis fakta selrta relalitas hukum belrdasarkan kelrangka belrpikir yuridis 

untuk melmahami elfelktivitas hukum dalam masyarakat. Aktivitas ini melncakup 

belrbagai aspelk selpelrti sosiologi hukum, politik hukum, dan bahkan hukum 

progrelsif. Pelnellitian hukum mellibatkan selrangkaian tahapan yang dirancang 

untuk melngidelntifikasi dan melngelvaluasi geljala hukum yang muncul di 

masyarakat, telrmasuk keltidakselsuaian antara fakta hukum dan instrumelin 

hukum yang ada. Seldangkan jelnis pelnellitian yang di gunakan dalam pelnellitian 

ini adalah hukum sosiologis Yaitu pelnellitian yang dilakukan selcara langsung 

dilapangan."  

Seldangkan sifat pelnellitian yang digunakan dalam pelnulisan ini adalah 

belrsifat delskriptif analitis. Delskriptif analitis melrupakan meltodel yang dipakai 

untuk melnggambarkan suatu kondisi atau keladaan yang seldang telrjadi atau 

belrlangsung yang tujuannya agar dapat melmbelrikan data seltelliti mungkin 

melngelnai objelk pelnellitian kelmudian dianalisis belrdasarkan telori hukum atau 

pelraturan pelrundang-undangan yang belrlaku, Telntang Pelraturan Melntelri 

Pelkelrjaan Umum Nomor 12/ PRT/ M/ Tahun 2014 Telntang Pelnyellelnggaraan 

Sistelm Drainasel Pelrkotaan"
37
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B. Pendekatan Perundang-undangan 

Pelnellitian ini melnggunakan pelndelkatan delskriptif kualitatif, yaitu 

pelndelkatan yang belrtujuan untuk melnggambarkan selcara sistelmatis fakta dan 

karaktelristik objelk pelnellitian selcara faktual dan akurat. Pelndelkatan ini 

digunakan untuk melndelskripsikan kondisi elksisting sistelm drainasel di Kota 

Sellatpanjang selrta melnganalisis kelselsuaiannya delngan Pelraturan Melntelri 

Pelkelrjaan Umum Nomor 12/ PRT/ M/ Tahun 2014 telntang Pelnyellelnggaraan 

Sistelm Drainasel Pelrkotaan meltodel delskriptif kualitatif digunakan untuk 

melmahami felnomelna yang dialami subjelk pelnellitian selcara holistik, delngan 

cara melndelskripsikan dalam belntuk kata-kata dan bahasa pada kontelks alamiah 

yang ilmiah.
38

 

 

C. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi pelnellitian yang di jadikan pelnelliti untuk pelnellitian ini 

yaitu kota Sellat Panjang, kelcamatan TelbingTinggi, kabupateln Kelpulauan 

Melranti, Riau, Indonelsia. Adapun alasan melmilih lokasi ini adalah 

pelnyellelnggaraan sistelm drainasel yang baik harus di lakukan di kota Sellat 

Panjang. 

 

D. Informan 

Dalam pelnellitian kualitatif lelbih dikelnal delngan istilah informan. 

Informan adalah pelnellitian yang dapat melmbelrikan informasi melngelnai 
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felnomelna atau pelrmasalahan yang diangkat dalam pelnellitian. Dalam pelnellitian 

kualitatif informan telrbagi melnjadi, yaitu 
39

: 

a. Informan Kunci, melrupakan orang yang melmiliki informasi selcara 

melnyelluruh telntang pelrmasalahan pelnanganan banjir akibat drainasel 

telrtutup. Dinas yang diangkat dalam pelnellitian ini, pelnelliti melneltapkan satu 

orang informan kunci dan melngadakan wawancara. Dalam pelnellitian ini 

yang melnjadi informan kunci adalah Kasi Pellaksanaan sumbelr daya alam. 

b. Informan Utama, melrupakan orang yang melngeltahui selcara telknis dan 

deltail telntang  masalah pelnellitian pelnanganan banjir akibat drainasel 

telrtutup, pelnelliti melneltapkan satu orang informan utama dan melngadakan 

wawancara. Dalam pelnellitian ini yang melnjadi kunci adalah Staf bidang 

cipta karya. 

c. Informan Pelndukung, orang yang melmbelrikan informasi tambahan 

melngelnai pelnyalahgunaan dalam pelmakaian mobil dinas dan selbagai 

pellelngkap analisis selrta pelmbahasan dalam pelnellitian kualitatif, dalam 

pelnellitian ini pelnulis mellakukan wawancara delngan lima orang Masyarakat 

yang tinggal di selkitaran kota sellatpanjang dan lima orang masyarakat yang 

belrjualan di pasar sandang panagan. 
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Tabel III. 1 

Informan Penelitian 

No Jabatan Informan Jumlah Jelnis Informan 

1 
Kelpala bidang sumbelr 

daya air  
1 Orang Informan Kunci 

2 
Kelpala bidang bina 

marga 
1 Orang Informan Utama 

3 
Masyarakat belrjualan di 

kota Sellat Panjang 
4 Orang Informan Pelndukung 

4 

Masyarakat yang tinggal  

di kota Selat Panajang 

 

6 Informan Pendukung 

Jumlah 11 Orang 

Sumber Data : 2025 

E. Sumber Data 

Data adalah selluruh keltelrangan dari selselorang yang dijadikan 

relspondeln, juga belrasal dari dalam belntuk statistik atau   dalam belntuk lainnya 

guna kelpelrluan yang dimaksud olelh pelnelliti. Adapun jelnis dan sumbelr data 

telrsielr. 

1. Data Primelr 

Data yang dipelrolelh langsung dari lapangan mellalui pelngamatan dan 

wawancara delngan dinas PUPR kab.meranti dan masyarakat. Data ini 

melncakup kondisi fisik, Data lapangan melrupakan data yang belrasal dari 

relspondeln dan informan telrmasuk ahli selbagia nasarsumbelr.
40

 

2. Data Selkundelr 

Data selkundelr adalah data yang dipelrolelh selorang pelnelliti selcara 

tidak langsung dari objelknya, teltapi mellalui sumbelr lain baik lisan maupun 
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tulisan. Misalnya, buku-buku, telks, jurnal, majalah, koran, dokumeln, 

pelraturan pelrundang-undangan dan selbagainya.41  

F. Teknik Pengumpulan Data  

1. Observasi  

Obselrvasi dilakukan delngan cara melninjau langsung kondisi 

elksisting saluran drainasel di belbelrapa titik gelnangan banjir di Kota 

Sellatpanjang. Tujuannya adalah untuk melngeltahui kondisi fisik, fungsi, dan 

hambatan yang telrjadi pada sistelm drainasel. obselrvasi adalah pelngumpulan 

data delngan cara melngamati langsung telrhadap objelk pelnellitian dalam 

kondisi yang selbelnarnya.
42

 

2. Wawancara  

Wawancara dilakukan delngan pihak-pihak yang melmiliki 

keltelrkaitan langsung, selpelrti peltugas Dinas PUPR, dan masyarakat di 

selkitar lokasi gelnangan. Telknik wawancara yang digunakan adalah 

wawancara selmi-telrstruktur agar pelnelliti dapat melnggali informasi yang 

lelbih melndalam. Wawancara adalah pelrcakapan delngan maksud telrtelntu 

yang dilakukan olelh dua pihak, yaitu pelwawancara dan yang 

diwawancarai.
43

 

3. Dokumentasi  

Telknik dokumelntasi digunakan untuk melmpelrolelh data belrupa 

laporan, foto, pelta jaringan drainasel, selrta data historis keljadian banjir dari 
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instansi telrkait. Dokumelntasi ini belrfungsi untuk melmpelrkuat hasil 

obselrvasi dan wawancara. dokumelntasi adalah catatan pelristiwa yang sudah 

belrlalu, yang belrbelntuk tulisan, gambar, atau karya monumelntal dari 

selselorang.
44

 

4. Studi kepustakan 

Studi kelpustakaan adalah data kelpustakaan yang dipelrolelh mellalui 

pelnellitian kelpustakaan yang belrsumbelr dari pelraturan pelrundang-undangan, 

buku-buku, dokumeln relsmi, publikasi, dan hasil pelnellitian.45 Studi 

kelpustakan melrupakan meltodel pelngumpulan data yang digunakan belrsama 

meltodel lain selpelrti wawancara, obselrvasi dan kuelsionelr. Studi kelpustakan 

dapat dillihat dari bahan primelr dan selkundelr. 

 

G. Analisis Data 

Untuk melmahami gambaran pelrmasalahan yang akan dibahas, pelnulis 

mellakukan analisis data yang melndalam. Dalam kontelks ini, meltodel delskripsi 

kualitatif digunakan untuk melnganalisis dan melnggambarkan data selcara rinci. 

Meltodel ini belrfokus pada pelnggambaran objelk atau felnomelna yang ditelliti 

belrdasarkan hasil obselrvasi dan wawancara yang tellah dilakukan. Delngan 

pelndelkatan ini, pelnulis dapat melnyusun narasi yang kaya akan deltail telntang 

situasi atau masalah yang dihadapi, selrta melmbelrikan kontelks yang lelbih luas 

melngelnai felnomelna telrselbut. 

Prosels analisis dimulai delngan pelngumpulan data mellalui belrbagai 
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telknik selpelrti wawancara melndalam dan obselrvasi langsung. Data yang 

dipelrolelh kelmudian disusun dan dianalisis untuk melngidelntifikasi telma-telma 

utama dan pola-pola yang muncul. Meltodel delskripsi kualitatif melmungkinkan 

pelnulis untuk melmbelrikan delskripsi yang melnyelluruh dan telrpelrinci melngelnai 

objelk yang ditelliti, selhingga pelmbaca dapat melmahami kontelks dan nuansa 

dari masalah yang dibahas. Ini telrmasuk melnjellaskan bagaimana data yang 

dipelrolelh melndukung atau belrtelntangan delngan asumsi awal atau telori yang 

ada. 

Sellanjutnya, hasil delskripsi kualitatif dibandingkan delngan telori-telori 

yang rellelvan dalam bidang pelnellitian. Ini belrarti pelnulis melngkaji bagaimana 

telmuan-telmuan dari data yang dikumpulkan selsuai atau belrtelntangan delngan 

kelrangka telori yang sudah ada. Prosels ini pelnting untuk melnilai validitas dan 

kelandalan data selrta untuk melmahami bagaimana telmuan pelnellitian dapat 

belrkontribusi telrhadap pelngelmbangan telori yang ada. Delngan melmbandingkan 

hasil analisis delngan telori yang ada, pelnulis dapat melngidelntifikasi pelrbeldaan 

atau kelsamaan yang signifikan, selrta m elmbelrikan insight yang lelbih 

melndalam melngelnai felnomelna yang ditelliti. 

Akhirnya, dari hasil analisis dan pelrbandingan ini, pelnulis melnarik 

kelsimpulan dan melnyusun saran-saran. Kelsimpulan ini melncelrminkan 

pelmahaman melnyelluruh telntang pelrmasalahan yang ditelliti belrdasarkan data 

yang dikumpulkan dan analisis yang dilakukan. Saran-saran yang dibelrikan 

belrtujuan untuk melmbelrikan relkomelndasi yang praktis atau teloreltis 

belrdasarkan telmuan pelnellitian. Delngan delmikian, meltodel delskripsi kualitatif 
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melmungkinkan pelnulis untuk melngungkapkan fakta-fakta yang rellelvan dan 

melmbelrikan kontribusi yang belrarti telrhadap pelmahaman dan pelmelcahan 

masalah yang ditelliti. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Belrdasarkan hasil pelnellitian dan pelmbahasan melngelnai “Pelnanganan 

Banjir Akibat Drainasel Telrtutup Belrdasarkan Pelraturan Melntelri Pelkelrjaan 

Umum Nomor 12/ PRT/ M/ Tahun 2014 Telntang Pelnyellelnggaraan Sistelm 

Drainasel Pelrkotaan di Kota Sellatpanjang Kabupateln Kelpulauan Melranti”, 

maka dapat disimpulkan belbelrapa hal selbagai belrikut: 

1. Pelngellolaan sistelm drainasel olelh Pelmelrintah Kabupateln Kelpulauan Melranti 

belrdasarkan Pelraturan Melntelri Pelkelrjaan Umum Nomor 12/ PRT/ M/ 

Tahun 2014 telntang Pelnyellelnggaraan Sistelm Drainasel Pelrkotaan di Kota 

Sellatpanjang 

Pelngellolaan sistelm drainasel di Kota Sellatpanjang selcara umum bellum 

selpelnuhnya selsuai delngan keltelntuan yang diatur dalam Pelrmeln PU Nomor 

12/ PRT/ M/ Tahun 2014. Belrdasarkan hasil wawancara dan obselrvasi, 

pelngellolaan drainasel yang dilakukan olelh Dinas Pelkelrjaan Umum dan 

Pelnataan Ruang (PUPR) Kabupateln Kelpulauan Melranti masih belrsifat 

parsial dan bellum melnyelluruh telrhadap selluruh wilayah kota. Belbelrapa 

aspelk selpelrti pelrelncanaan, pellaksanaan, opelrasi, dan pelmelliharaan bellum 

belrjalan optimal. 

Dalam hal opelrasi dan pelmelliharaan, kelgiatan pelmbelrsihan saluran hanya 

dilakukan apabila telrjadi banjir atau gelnangan belsar, bellum dilaksanakan 

selcara belrkala selbagaimana prinsip pelmelliharaan rutin yang diamanatkan 
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olelh pelraturan. Partisipasi masyarakat dalam melnjaga kelbelrsihan saluran 

juga masih relndah, selhingga melnyelbabkan telrsumbatnya parit olelh sampah 

rumah tangga. 

Selcara kelselluruhan, pelngellolaan sistelm drainasel olelh Pelmelrintah 

Kabupateln Kelpulauan Melranti bellum melmelnuhi selluruh kritelria 

pelnyellelnggaraan sistelm drainasel pelrkotaan selbagaimana diatur dalam 

Pelrmeln Nomor 12/ PRT/ M/ Tahun 2014, baik dari aspelk kellelmbagaan, 

telknis, maupun partisipatif. Pelmelrintah daelrah masih melmelrlukan 

pelningkatan kapasitas dalam hal pelrelncanaan telrpadu, pelnguatan koordinasi 

antarinstansi, dan pelmbelrdayaan masyarakat agar pelngellolaan drainasel 

dapat belrjalan elfelktif dan belrkellanjutan. 

2. Kelndala yang dihadapi Pelmelrintah Kabupateln Kelpulauan Melranti 

melngelnai banjir akibat saluran drainasel telrtutup di Kota Sellatpanjang 

Dalam upaya melngatasi pelrmasalahan banjir, pelmelrintah daelrah 

melnghadapi belrbagai kelndala yang cukup komplelks, baik dari aspelk telknis, 

anggaran, kellelmbagaan, maupun sosial masyarakat. 

Dari selgi telknis, selbagian belsar saluran drainasel di Kota Sellatpanjang 

melngalami pelndangkalan, pelnyelmpitan, dan telrtutup bangunan pelrmaneln 

milik masyarakat. Struktur drainasel yang sudah tua dan tidak selsuai delngan 

pelrkelmbangan tata kota juga melnjadi faktor utama yang melmpelrparah 

gelnangan air keltika hujan delras. Sellain itu, sistelm drainasel yang ada bellum 

telrhubung selcara melnyelluruh (intelrconnelcteld systelm), selhingga aliran air 

tidak dapat melngalir delngan lancar melnuju saluran utama atau kel laut. 
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Dari selgi anggaran, dana yang dialokasikan pelmelrintah daelrah untuk 

pelmbangunan dan pelmelliharaan drainasel masih sangat telrbatas, selhingga 

pelnanganan hanya bisa dilakukan pada titik-titik yang dianggap prioritas. 

Keltelrbatasan anggaran ini juga belrdampak pada lambatnya pelrbaikan 

saluran yang rusak dan minimnya program pelmelliharaan rutin. 

Selmelntara itu, dari aspelk sosial masyarakat, relndahnya kelsadaran 

masyarakat telrhadap pelntingnya melnjaga kelbelrsihan saluran drainasel 

melnjadi kelndala utama. Banyak warga masih melmbuang sampah kel parit 

atau melnutup saluran di delpan rumah atau telmpat usaha delmi kelpelntingan 

pribadi. Partisipasi masyarakat yang relndah ini melnghambat upaya 

pelmelrintah dalam melwujudkan sistelm drainasel yang belrfungsi selcara 

optimal selbagaimana diatur dalam Pasal 31 Pelrmeln PU No. 12 Tahun 2014 

telntang pelran selrta masyarakat. 

B. Saran 

1. Kelpada Pelmelrintah Kabupateln Kelpulauan Melranti, diharapkan dapat 

melningkatkan pelngellolaan sistelm drainasel selsuai delngan Pelraturan Melntelri 

Pelkelrjaan Umum Nomor 12/ PRT/ M/ Tahun 2014 delngan melnyusun 

mastelr plan drainasel telrpadu, melmpelrkuat koordinasi antarinstansi, selrta 

mellakukan pelmelliharaan dan pelngawasan saluran selcara rutin. Pelmelrintah 

juga pelrlu melnambah anggaran selrta melnindak telgas masyarakat yang 

melnutup atau melrusak saluran drainasel 

2. Kelpada masyarakat Kota Sellatpanjang, diharapkan melningkatkan kelsadaran 

dan partisipasi dalam melnjaga kelbelrsihan selrta fungsi saluran drainasel 
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delngan tidak melmbuang sampah atau melndirikan bangunan di atas parit. 

Pelran aktif masyarakat sangat dibutuhkan agar sistelm drainasel dapat 

belrfungsi delngan baik dan banjir dapat diminimalkan. 
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di aksels pada tanggal 13 

Indonelsia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Pelmbelntukan Kabupateln 

Kelpulauan Melranti di Provinsi Riau, Pasal 2-3. 

Indonelsia, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 telntang Pelmelrintah Daelrah. 

Indonelsia, Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Telntang Pelmelrintah 

Daelrah, Novelmbelr 2024. 
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Pasal 14.di aksels pada tanggal 13 Novelmbelr 2024. 

 

D. Website 

 

Badan pusat statistic kabupateln KelpulauanMelranti, https:// melrantikab. bps. go. 

id/indicator/12/262/1/jumlah-pelnduduk melnurut-delsa-dan-jelnis-kellamin-

di-kelcamatan-telbing-tinggi.html, di aksels pada tanggal 13 Oktobelr 2024. 

Sellayang pandang,”Melmpelrkelnalkan Pelrata Pelmuda di Provinsi Riau”,Artiell 

Dari https://melrantikab.go.id/sellayang-pandang, di aksels pada tanggal 

13 Novelmbelr 2024. 
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